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Abstrak
Dinamika lembaga yudikatif dalam pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh adanya
sejarah perkembangan konstitusi yang berlaku di lndonesia. Konstitusi yang berlaku itu dimulai dari
masa pra kemerdekaan sampai terbentuknya UUD 1945, masa berlaku konstitusi RIS 1949, periode
t[]DS 1950, nasa setelah dekit Pr€siden 5 Juli 1959 sampai masa sekarang, setelah ana.nden€n yang
keempat dari UUD NRI 1945 dengan tujuan ingin m€wujudkan lembaga ),udikatif sesuai cita-cita
bangsa Indonesia sebagai cermin negara hukum dan supremasi hul(um. Faktor pengharnbat dalam
pencapaian independensi darj lembaga peradilan tidak hanya dari shi penegak hukurnnya (/dlt
enhrcement),ret^pijneadai substansi hukum danbualayah (urn, baik budaya hukurn penyelenggara
n€gara, penegak hukum, penerap huLum, danjuga masyarakat pada umumnya yang belum menduleng
untuk terwujudnya negara hukm dan supremasi hukun yang dicita-citakan.

KLt^ Krnci: ludikatiJ independen, supremasi hukn4

I. PENDAHI]LUAN
Pembangunan hukum mengandung maloa ganda. Pertarn4 ia bisa diartikan sebagai $tatu

usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk
melayani rnasyarakapadatingkat perkembangannyayang muUktir, suaupengertianyang biasarrya
disebut sebagai modemisasi hukum. Kedua, bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk
memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan caxa turut mengadakan
perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutulkan oleh suatu masyarakat yang sedang
membargun (Satj ipto Rahardjo. 200s:23).

Pendapat di atas sejalai dengan materi larliah yang disampaikan baik oleh BardaNawawi
AriefmaupmAriefHidaya! bahwapembangunanhukum dapat dithat dari dua sisi, yaitu dari sisi
peml]|.nt?m (kw refonnlcw n akhg) dan sisi implementasinya atau penegakan hukumnya dap
enforcement) yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan Sistem
Hukum Nasional (SISKUMNAS) dar Pembangrman Hukum Nasional @ANGKUMNAS)
(Bahan KuliahpadaPDIHKPKUndip-Unila 2009/2010).

Indonesia diidealkan dan diicita-citakan oleh the/o undingfather *bagu suahr negara
hvklim (Rechtsstaat/Ihe tule ofLa ).IIIJD 1945 dalanPasal I ayat (3) menegaskan, bahwa"
Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal I Ayat 3 IIUD NRI 1 945), namun selama ini
belumpemah dirumuskan secamkomprehensi{ yang adahanyapembangunan hukumyang bersifat
sektoral (JimlyAsshyidiqie, 2009:5).
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